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TENTANG 
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA 

PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU 
 

KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU 

 
Menimbang : a. Bahwa dengan rangka menyempurnakan indikator kinerja 

agar memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat 

dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian 
pelaksanaan program dan kegiatan perlu dilakukan reviu 

terhadap indikator kinerja utama Pengadilan Negeri 
Lubuklinggau. 

  b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua 
Pengadilan Negeri Lubuklinggau tentang Reviu Indikator 

Kinerja Utama Pengadilan Negeri Lubuklinggau. 
    
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman; 

  2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 

perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 
1986 tentang Peradilan Umum; 

  3. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor 173/SEK/SK/I/2022 Tentang Penetapan 
Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat 

Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan 
Mahkamah Agung Republik Indonesia; 

    
MEMUTUSKAN 

    

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI 
LUBUKLINGGAU TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR 
KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI 

LUBUKLINGGAU. 
 

Kesatu :  Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam 

lampiran surat Keputusan ini adalah merupakan acuan 
kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau 
untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), 

menyampaikan Rencana Kinerja Anggaran (RKA), menyusun 
dokumen Penetapan Kinerja (PK), menyusun Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta 
melakukan evaluasi pencapaian Kinerja sesuai dengan 
dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024. 
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Kedua : Bahwa dalam melakukan reviu indikator kinerja bertujuan 

untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di lingkungan 
Pengadilan Negeri Lubuklinggau agar tetap memiliki indikator 

kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur 
kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan 

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 

ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat 
kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 

   
 
 

 Ditetapkan di  : Lubuklinggau 
Pada Tanggal : 3 Januari 2022 
Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau 

 
 

 
 
 

 
Imam Santoso, SH. 

NIP. 197604171999031002 
  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

 Lampiran  
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau 

Nomor : W6.U5/152/OT.01.1/I/2022 
Tanggal : 3 Januari 2022 
Tentang : Penetapan Reviu Indikator Kinerja  

    Utama Pengadilan Negeri   
    Lubuklinggau 

 

SASARAN 
 STRATEGIS 

INDIKATOR  
KINERJA 

PENJELASAN 
PENANGGUNG 

JAWAB 
SUMBER 
 DATA 

Terwujudnya 
Peradilan Yang 
Pasti, 
Transparan 
dan Akuntabel 

a. Persentase 
Perkara Yang 
Diselesaikan Tepat 
Waktu 

Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu 
X 100 % 

Jumlah Perkara Yang Diselesaikan 
 
Catatan : 

- SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tanggal 13 Maret 2014 Tentang 
Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat 
Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan; 

- Surat DIRJEN BADILUM Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 
Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian 
Minutasi dan Pemberkasan Perkara; 

- Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Adalah Perkara Yang 
Diputus dan Diminutasi Pada Tahun Berjalan Sesuai SEMA 
Nomor 2 Tahun 2014 Pada Pengadilan Tingkat Pertama Paling 
Lambat 5 (Lima) Bulan; 

- Khusus untuk perkara TIPIKOR penyelesaian tepat waktu adalah 
2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 

- Jumlah Perkara Yang Diselesaikan adalah perkara yang diputus 
dan diminutasi pada tahun berjalan. 

Panitera 

Laporan 
Bulanan 

dan  
Laporan 
Tahunan 



 
 

b. Jumlah Putusan 
Yang 
Menggunakan 
Pendekatan 
Keadilan 
Restoratif  

Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Dengan Restoratif 
X 100 % 

Perkara Yang Diajukan Untuk Restoratif 

 
Catatan : 

- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 
Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/XII/2020 tentang Pedoman 
Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. 

- Jumlah Perkara yang diselesaikan secara restoratif adalah 
perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif 
dalam perkara, narkotika melalui penyelesaian non penal melalui 
rehabilitasi. 

- Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara 
narkotika yang diajukan Penyelesaian Pendekatan Restoratif 
Justice. 

Panitera 

Laporan 
Bulanan 

dan  
Laporan 
Tahunan 

c. Persentase 
Perkara yang tidak 
mengajukan 
upaya hukum 
Banding 

Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 
Banding X 100 % 

Jumlah Perkara Yang Diselesaikan 

 
Catatan : 

- Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding 
adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan 
upaya hukum banding. 

- Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Adalah Perkara Yang Diputus 
dan Diminutasi Pada Tahun Berjalan. 

Panitera 

Laporan 
Bulanan 

dan  
Laporan 
Tahunan 

d. Persentase 
Perkara yang tidak 
mengajukan 

upaya hukum 
Kasasi 

Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 
Kasasi X 100 % 

Jumlah Perkara Khusus Yang Diselesaikan 

 
Catatan : 

- Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 
adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan 
upaya hukum Kasasi. 

- Jumlah Perkara Khusus Yang Diselesaikan Adalah Perkara Yang 
Diputus dan Diminutasi Pada Tahun Berjalan di Pengadilan 

Panitera 

Laporan 
Bulanan 

dan  
Laporan 
Tahunan 



 
 

Tingkat Pertama Dengan Upaya Hukum Kasasi Antara Lain pada 
Perkara Pidana Yang Diputus Bebas Murni, Perkara Niaga, 
Sengketa Pemilu, PHI dan Permohonan Perkara Perdata. 

e. Persentase 
Perkara Pidana 
Anak Yang 
Diselesaikan 
Dengan Diversi 

 

Jumlah Perkara Diversi Yang Dinyatakan Berhasil 
X 100 % 

Jumlah Perkara Diversi 

 

Catatan : 
- Jumlah Perkara Diversi Yang Dinyatakan Berhasil Adalah Pidana 

Anak Ditahun Berjalan Yang Diajukan Secara Diversi dan 
Dinyatakan Berhasil Melalui Penetapan Diversi Berhasil. 

- Jumlah Perkara Diversi Adalah Jumlah Perkara Pidana Anak 
Yang Diajukan Diversi. 

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 
2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem 
Peradilan Pidana Anak. 

Hakim 

Laporan 
Bulanan 

dan  
Laporan 
Tahunan 

f. Index Responden 
Pencari Keadilan 
Yang Puas 
Terhadap Layanan 
Peradilan 

 

Index Kepuasan Pencari Keadilan 

Catatan : 

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi 
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan 
Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan 
Publik 

- Nilai Persepsi Minimal 3,6 Dengan Nilai Konversi Interval IKM 
Index harus ≥ 80. 

Panitera 

Laporan 
Semester 

Dan 
Laporan 
Tahunan 

Peningkatan 
Efektivitas 
Pengelolaan 
Penyelesaian 
Perkara 

a. Persentase Isi 

Putusan Yang 
Diterima Oleh 
Para Pihak Tepat 
Waktu 

 
Jumlah Salinan Putusan Yang Diminutasi dan Dikirim 

Tepat Waktu X 100 % 

Jumlah Putusan 
Catatan : 

- Untuk Pengadilan Tingkat Pertama Disampaikan Kepada Para 
Pihak. 

- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang 

Panitera 

Laporan 
Bulanan 

dan  
Laporan 
Tahunan 



 
 

Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. 

- Jumlah Putusan Adalah Perkra Minutasi Yang Sudah 
Diputus/Dikirimkan 

- Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 
486/DJU/HM.02.3/IV/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal 
Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. 

- Jumlah Salinan Putusan Yang Di Minutasi dan Dikirim Tepat 
Waktu Adalah Jumlah Penyampaian Salinan Putusan Kepada 
Para Pihak Dengan Ketentuan Penyampaian Yaitu Untuk Salinan 
Atas Perkara Pidana Pengadilan Berkewajiban Mengirim Kepada 
Para Pihak Sedangkan Untuk Perkara Perdata Pengadilan 
Menyediakan Jangka Waktu Yang Sudah Ditentukan Sesuai 
Dengan Ketentuan Yang Berlaku. 

- Jumlah Putusan Adalah Jumlah Perkara Yang Diputus dan 
Diminutasi Pada Tahun Berjalan. 
 

b. Persentase 
Perkara Yang 
Diselesaikan 
Melalui Mediasi 

Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi 
Berhasil X 100 % 

Jumlah Perkara Yang Dilakukan Mediasi 
 
Catatan : 

- Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Pengadilan. 

- Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil 
Adalah Jumlah Perkara Yang Dimediasi dan Dinyatakan Mediasi 
Berhasil Yang Dibuktikan Dengan Akta Perdamaian (Putusan 
Perdamaian). Mediasi Yang Tidak Dapat Dilaksanakan Yang 
Telah Dinyatakan Secara Tertulis Oleh Mediator Kepada Hakim 
Pemeriksa Perkara Dianggap Sebagai Mediasi Berhasil. 

- Jumlah Perkara Yang Dimediasi Adalah Jumlah Perkara Perdata 
Gugatan Yang Terdaftar Pada Tahun Berjalan. 

Panitera 
Laporan 
Tahunan 

Meningkatnya 
Akses 
Peradilan Bagi 
Masyarakat 
Miskin dan 
Terpinggirkan 

a. Persentase 
Perkara Prodeo 
Yang Diselesaikan 

 

Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan 
X 100 % 

Jumlah Perkara Yang Diajukan Secara Prodeo 
 
Catatan : 

Panitera 

Laporan 
Bulanan 

dan  
Laporan 
Tahunan 



 
 

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 
Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak 
Mampu di Pengadilan 

- Definisi Prodeo Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 
Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi 
Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Adalah Pembebasan 
Biaya Perkara. 

- Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Adalah Proses Penyelesaian 
Prodeo. 

b. Persentase 
Perkara Yang 
Diselesaikan Di 
luar Gedung 
Pengadilan 

 
Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Di luar Gedung 

Pengadilan 
X 100 % 

Jumlah Perkara Yang Diajukan Diselesaikan Diluar 
Gedung Pengadilan 

 
Catatan : 

- Perma No 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan 
Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 

- Diluar Gedung Pengadilan Adalah Perkara Yang Diselesaikan 
Diluar Gedung Pengadilan (Zetting Plaatz, Sidang Keliling 
Maupun Gedung-Gedung Lainnya). 

 

Panitera 

Laporan 
Bulanan 

dan  
Laporan 
Tahunan 

c. Persentase Pencari 
Keadilan Golongan 
Tertentu Yang 
Mendapat 
Layanan Bantuan 
Hukum 

(Posbakum) 

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang 
Mendapat Layanan Bantuan Hukum X 100 % 

Jumlah Permohonan Layanan Hukum 
 
Catatan : 

- Perma No 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan 
Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 

- Golongan Tertentu Adalah Setiap Orang Atau Kelompok Orang 
Yang Tidak Mampu Secara Ekonomi dan Atau Tidak Memiliki 
Akses Pada Informasi Konsultasi Hukum Yang Memerlukan 
Layanan Hukum. 

- Jumlah Layanan Hukum Adalah Jumlah Pencari Keadilan Yang 
Terdaftar Pada Register Posbakum. 

Panitera 

Laporan 
Bulanan 

dan  
Laporan 
Tahunan 



 
 

Meningkatnya 
Kepatuhan 
Terhadap 
Putusan 
Pengadilan 

Persentase Putusan 
Perkara Perdata Yang 
Ditindaklanjuti 
(dieksekusi) 

 
Jumlah Eksekusi Yang Telah Selesai Dilaksanakan 

X 100 % 
Jumlah Permohonan Eksekusi 

 
Catatan : 

- Jumlah Eksekusi Yang Telah Selesai Dilaksanakan Adalah 
Jumlah Pelaksanaan Eksekusi. Penetapan Non Excutable Harus 
Dianggap Sebagai Pelaksanaan Eksekusi. 

- Jumlah Permohonan Eksekusi Adalah Jumlah Permohonan 
Eksekusi Yang Diajukan Pihak Ditahun Berjalan. 

- BHT : Berkekuatan Hukum Tetap. 

- Putusan Yang Ditindaklanjuti = Perkara Permohonan Eksekusi 
Yang Dapat Dilaksanakan, Perkara Yang Sudah Inkrah dan 
Tidak Diajukan Permohonan Eksekusi. 

- Jumlah Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti 
(Dieksekusi) Adalah Permohonan Eksekusi Yang Ditindaklanjuti 
Dengan Aanmaning, Sita Eksekusi, Lelang dan Pengosongan. 

Panitera 

Laporan 
Bulanan 

dan  
Laporan 
Tahunan 

 
 

 Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau 
 

 
 
 

 
 
Imam Santoso, SH 

NIP. 197604171999031002 
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